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®

TAHUN-2019
DENGAN RAHMAT TUHAN MAHA ESA
BUPATI KARIMUN,

bahwa untuk meningkatkan pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta untuk
mengurangi beban di masyarakat yang diakibatkan oleh
kenaikan Tarif PajakBumi dan Bangunan, perlu diberikan
stimulus penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan;

bahwa Peraturan Bupati tentang Pemberian Stimulus
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan di
Kabupaten Karimun perlu dilakukan penyesuaian kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pemberian Stimulus Dan
Ketetapan Minimal Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan
Dan Perkotaan Di Kabupaten Karimun Tahun 2019.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3902) yang telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi Dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4880);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemeritah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang
Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 13), Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5899);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penatapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);



Menetapkan

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cata Pemungutan Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita  Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun
2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Karimun Tahun 2018 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun
Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Karimun Nomor 2);

Peraturan Bupati Karimun Nomor 62 Tahun 2021 tentang
Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor
65);

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
5 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN STIMULUS DAN
KETETAPAN MINIMAL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN KARIMUN
TAHUN-2019



Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 5 Tahun 2019
tentang Pemberian Stimulus dan Ketetapan Minimal Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Karimun Tahun 2019
(Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 5), Sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Karimun Nomro 64 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Pemberian Stimulus dan ketetapan Minimal Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Karimun Tahun 2019 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Objek pajak bumi dan bangunan sektor Perdesaan yang nilai pajak
terutangnya kurang dari Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) maka
nilai pajak terutang ditetapkan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah) sebagai
ketetapan minimal.

(20 Objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan sebesar Rp. 0,00 (Nol
rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Desa
yang berada didalam pulau karimun besar (Desa Pangke, Desa Pangke
Barat dan Desa Pongkar).

(3) Objek pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan yang dikecualikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nilai pajak terutang > Rp.O sampai
dengan Rp. 20.000,- (Lebih dari nol rupiah sampai dengan dua puluh ribu
rupiah) maka nilai pajak terutang ditetapkan sebesar Rp. 20.000,- (Dua
puluh ribu rupiah) sebagai ketetapan minimal.

(4) Objek pajak bumi dan bangunan sector perdesaan untuk desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) nilai pajak terutang > Rp. 20.000
(Lebih dari dua puluh ribu rupiah) maka nilai pajak terutang sesuai
ketetapan.

(5) Objek pajak bumi dan bangunan sektor perkotaanyang nilai pajak
terutang > Rp. 0 sampai dengan Rp. 20.000,00 (lebih dari nol rupiah
sampai dengan dua puluh ribu rupiah) maka nilai pajak terutang
ditetapkan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebagai
ketetapan minimal.

(6) Objek pajak bumi dan bangunan perkotaan yang nilai pajak terutang >
Rp. 20.000,00 sampai dengan Rp. 50.000,00 (lebih dari dua puluh ribu
rupiah sampai dengan lima puluh ribu rupiah) maka nilai pajak terutang
ditetapkan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai
ketetapan minimal.

(3) Ketetapan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat
(5), dan ayat (6) merupakan jumlah ketetapan PBB-P2 minimal yang wajib
dibayar oleh Wajib Pajak atas objek pajak PBB-P2 yang dimiliki, dikuasai
dan/atau dimanfaatkan.



Pasal Il
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah KabupatenKarimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
Pada tanggal 31 December 2021
1BUPATI KARIMUN?”

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN

MU IRMANSY AH
BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021 NOMOR 73



